
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

a. bahwa dengan beralihnya pengelolaan sarana 
prasarana umum dari Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Pemeliharaan Sarana Prasarana um.um dan Gedung 
Pemerintah ke Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan 
Bangunan Gedung Bidang Bangunan Gedung, 
maka Peraturan Bupati Banjamegara Nomor 53 
Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Banjamegara perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
climaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubaban Atas Peraturan Bupati 
Banjamegara Nornor 53 Tahun 2017 tentang Uraian 
Tugas Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Banjarnegara; 

BUPATIBANJARNEGARA, 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN DINAS 

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 7r; TAHUN 2019 

PROVINS! JAWA TENGAH 

BUPATIBANJARNEGARA 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubahbeberapa kaliterakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 265);



BUDHI SARWONO 

BUPATl BANJARNEGARA, 

Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal rg - ~ - :;ic,10 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara. 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 11 

Ketentuan dalam Lampiran Nomor 3. Kepala Bidang Bangunan Gedung dan 
Nomor 3.1. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan 
Gedung, dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 
201 7 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pekerjaan Um um dan Penataan 
Ruang Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun 2017 Nomor 53) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 53 TAHUN 
2017 TENTANG URAIAN TUG AS JABATAN DINAS 
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN 
BANJARNEGARA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tu.gas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara (Berita 
Daerah Kabupaten Banjamegara Tahun 2016 Nomor 
64, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
tera.khir dengan Peraturan Bupati Banjamegara 
Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Banjamegara Nomor 64 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kabupaten Banjamegara (Berita 
Daerah Kabupaten Banjamegara Tahun 2018 Nomor 
102); 

11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2017 
tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara (Berita 
Daerah Kabupaten Banjamegara Tahun 2017 Nomor 
53); 



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 7r; 

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal l~, {?- , ?O'O'J 

ARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, 



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 75 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

URAIAN TUGAS JABATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA

3. Kepala Bidang Bangunan Gedung
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Bangunan Gedung

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman
pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup Bidang Bangunan Gedung sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Bangunan Gedung
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung di
wilayah Daerah;

g. merumuskan bahan pemberian rekomendasi izin mendirikan
bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

h. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkungannya di Daerah;

i. mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana
umum;

j. merumuskan bahan pemberian rekomendasi izin penggunaan sarana
dan prasarana umum;

k. mengarahkan pelaksanaan penarikan retribusi sarana dan prasarana
umum;

l. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan tenaga
terampil konstruksi

m. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi jasa
konstruksi cakupan Daerah kabupaten;

n. merumuskan bahan penerbitan rekomendasi izin usaha jasa
konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);

o. mengarahkan pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib
penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

p. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Bangunan
Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

r. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan



BUDHI SARWONO 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3. 1. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pembangunan 

dan Pemeliharaan Bangunan Gedung berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup 
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta 
pedoman pelaksa.naan tugas; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Bidang 
Bangunan Gedung guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d. menyusun bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan 
naskah dinas lingkup Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan 
Bangunan Gedung sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; 

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan 
dan Pemeliharaan Bangunan Gedung agar diperoleh hasil kerja 
yang optimal; 

f. melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah 
Daerah; 

g. menyiapkan bahan penyusunan konsep pemberian rekomendasi 
izin mendidikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi 
bangunan gedung; 

h. melaksanakan penyelenggaraan penataan bangunan dan 
lingkungannya di Daerah; 

1. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum; 
J. menyiapkan bahan penyusunan konsep pemberian rekomendasi 

izin penggunaan sarana dan prasarana umum; 
k. melaksanakan penarikan retribusi sarana dan prasarana umum; 
l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah 

di lingkungan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan 
Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan 
lancar; 

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 

n. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi 
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

> 

BUPATlBANJARNEGARA, 

~~- 


